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by	 law	 enforcement	 officials	 is	 still	 low.	 This	 is	 also	 supported	 by	 the	 lack	 of	 public	 awareness	 of	





the	 community	 will	 appreciate	 the	 existence	 of	 mangrove	 counseling	 and	 planting	 activities.	
Commitment	to	environmental	conservation	of	coastal	areas	and	beaches	becomes	the	main	program	
implemented	and	developed	in	the	future.	This	is	a	form	of	joint	commitment	and	collaboration	between	













dan	 aksi	 penanaman	mangrove	 ini	 dilakukan	 di	 wilayah	 pesisir	 Dusun	 Semunduk,	Desa	Mertak,	













beberapa	 dasawarsa	 belakangan	 ini	 telah	 banyak	 terjadi	 perusakan	 lingkungan	
yang	berdampak	pada	banyaknya	bencana	alam	yang	menimpa	negeri	ini.	Pasal	1	
Angka	 14	 Undang-undang	 tentang	 Lingkungan	 Hidup	 menyatakan	 bahwa	
perusakan	 lingkungan	 hidup	 adalah	 tindakan	 yang	 menimbulkan	 perubahan	
langsung	 atau	 tidak	 langsung	 terhadap	 sifat	 fisik	 dan/atau	 hayatinya	 yang	




mengakibatkan	 lingkungan	 hidup	 tidak	 berfungsi	 lagi	 dalam	 menunjang	
pembangunan	 berkelanjutan.	 Selanjutnya	 dalam	 Angka	 20	 disebutkan	 bahwa	
dampak	lingkungan	hidup	adalah	pengaruh	perubahan	pada	lingkungan	hidup	yang	
diakibatkan	oleh	suatu	usaha	dan/atau	kegiatan.	
Permasalahan	 lingkungan	 sangatlah	 penting	 untuk	 diperhatikan.	 Sehingga	
pada	 akhirnya	Negara	 berkali-kali	mengeluarkan	 undang-undang	 yang	 berkaitan	
dengan	 lingkungan.	Salah	satunya	adalah	Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2009	
Tentang	 Perlindungan	 Dan	 Pengelolaan	 Lingkungan	 Hidup	 (UUPLH).	 Makna	
lingkungan	 hidup	 menurut	 UUPLH	 sebagaimana	 tertera	 pada	 Pasal	 1	 ayat	 ((1)	
adalah:	“kesatuan	ruang	dengan	semua	benda,	daya,	keadaan,	dan	makhluk	hidup,	
termasuk	 manusia	 dan	 perilakuknya,	 yang	 mempengaruhi	 alam	 itu	 sendiri,	
kelansungan	perikehidupan,	dan	kesejahteraan	manusia	 serta	makhluk	hidup	 lain”	
(Syahrul	Machmud,	2012).		
Sedangkan	 hukum	 lingkungan	 hidup	 merupakan	 instrument	 yuridis	 yang	
memuat	 kaidah-kaidah	 tentang	 pengelolaan	 lingkungan	 hidup	 bertujuan	 untuk	
mencegah	penyusutan	dan	kemerosotan	mutu	lingkungan	(Munadjad	Danusaputro,	




Dalam	 perkembangannya,	 istilah	 “pencemaran	 lingkungan”	 mengalami	
kekhususan	 sebagaimana	 berikut:	 pencemaran	 air,	 pencemaran	 daratan,	
pencemaran	 laut,	 pencemaran	 udara,	 pencemaran	 angkasa,	 pencemaran	
pandangan,	 pencemaran	 rasa,	 pencemaran	 dan	 kebudayaan	 (St.	 Munadjat	
Danusaputro,	 1986).	 Pencemaran	 lingkungan	menimbulkan	 kerugian	 yang	 dapat	
terjadi	dalam	bentuk:	a)	Kerugian	ekonomi	dan	sosial	(economic	and	social	in	jury);	
b)	Gangguan	sanitair	(sanitary	hazard)	(R.T.M.	Sutamihardja,	1978).	





tentang	 Pemerintahan	 Daerah,	 Kabupaten/Kota	memiliki	 kewenangan	mengatur	
wilayah	perairan	yang	ada	di	wilayahnya	sejauh	4	mil	dari	garis	pantai.	Selain	itu	
juga	 diterbitkan	 Undang-Undang	 Nomor	 27	 Tahun	 2007	 tentang	 pengelolaan	
wilayah	pesisir	dan	pulau-pulau	kecil.	 Sebagai	negara	kepulauan,	wilayah	pesisir	
dimiliki	 oleh	 seluruh	 propinsi	 yang	 ada	 di	 Indonesia.	 Berdasarkan	 data	 jumlah	
Kabupaten/kota	 yang	 ada	 di	 Indonesia	 pada	 tahun	 2002,	 sebanyak	 219	
kabupaten/kota	 (68%)	diantaranya	memiliki	wilayah	 pesisir.	Kabupaten/kota	 di	
Indonesia	 masing-masing	 memiliki	 karakteristik	 fisik	 wilayah	 pesisir	 yang	 satu	
sama	 lain	 berbeda.	 Disamping	 itu	masing-masing	 kabupaten/kota	 juga	 memiliki	
perhatian	 yang	 berbeda	 di	 dalam	 pengelolaan	wilayah	 pesisir.	 Konsekuensi	 dari	
perbedaan	perhatian	tersebut	menghasilkan	kebijakan	dan	instrumen	kelembagaan	
yang	 berbeda	 satu	 sama	 lain	 dalam	 mengelola	 wilayah	 pesisirnya.	 Akan	 tetapi,	
hingga	 akhir	 tahun	 2004,	 perencanaan	 dan	 pengelolaan	 wilayah	 pesisir	 baik	 di	
tingkat	pusat	maupun	di	tingkat	daerah	lebih	banyak	bersifat	sektoral.	Pemerintah	




Daerah	 kabupaten/kota	 umumnya	 tidak	 membedakan	 secara	 khusus	 kawasan	
pesisir	dengan	kawasan	lainnya.	
Pengaturan		wilayah	pesisir	merupakan	satu	hal	yang	sangat	penting	karena	
ada	 140	 juta	 penduduk	 atau	 60	 persen	 penduduk	 Indonesia	 tinggal	 di	 wilayah	
pesisir	selebar	50	km	dari	garis	pantai.	Sampai	tahun	2000,	terdapat	42	kota	besar	
dan	 181	 kabupaten	 berada	 di	 wilayah	 pesisir	 yang	 menjadi	 tempat	 pusat	
pertumbuhan	ekonomi,	industri	dan	berbagai	aktivitas	lainnya.	Di	kota	kabupaten	
ini,	 terdapat	 sekitar	 80	 persen	 dari	 industry	 Indonesia	 beroperasi	 yang	
memanfaatkan	sumber	daya	pesisir	dan	membuang	 limbahnya	ke	pisisir.	Sampai	
tahun	 1996,	 sekitar	 26,5	 persen	 PDB	 Indonesia	 berasal	 dari	 hasil	 pemanfaatan	
sumberdaya	pesisir	dan	jasa-jasa	lingkungannya	(Yuswar	Zainul	Basri,	2007).	




Saat	 ini	 pembangunan	 telah	 merambah	 seluruh	 sudut-sudut	 bumi,	 hingga	
menyentuh	wilayah	pantai	dan	pesisir,	yang	dimana	telah	menimbulkan	kerusakan	








Berbagai	 kegiatan	 pembangunan	 yang	 berlangsung	 di	 kawasan	 pantai	 dan	




Permasalahan	 utama	 tentang	 pengaruh	 atau	 tekanan	 terhadap	 habitat	
mangrove	 bersumber	 dari	 keinginan	 manusia	 untuk	 mengkonversi	 areal	 hutan	
mangrove	menjadi	areal	pengembangan	perumahan,	kegiatan	kegiatan	komersial,	





(Mulyadi,	 2008).	 Padahal	 pesisir	 merupakan	 wilayah	 yang	 sangat	 berarti	 bagi	
kehidupan	manusia	di	bumi.	Sebagai	wilayah	peralihan	darat	dan	laut	yang	memiliki	
keunikan	ekosistem,	dunia	memiliki	kepedulian	terhadap	wilayah	ini,	khususnya	di	




itu,	 wilayah	 pesisir	 juga	 merupakan	 daerah	 penghambat	 masuknya	 gelombang	
besar	air	laut	ke	darat,	yaitu	dengan	keberadaan	hutan	mangrove.	










pertumbuhan	 berikutnya,	 yang	 terletak	 di	 daerah/zona	 lainnya	 yang	 dekat	
dengan	daratan.	Jenis	pohon	ini	ditandai	oleh	bentuk	akar-akarnya	yang	bersifat	
menopang	(akar	tunjang)	yang	sangat	rapat	dan	hampir	 tidak	dapat	ditembus.	








mengenai	 pengelolaan	 hutan	mangrove	 dalam	 perspektif	 hukum	 tersebut	masih	
belum	efektif.	 	Hal	ini	dipengaruhi	aparat	penegak	hukum	yang	sejauh	ini	kurang	
memberikan	 kontribusi	 pengawasan	 dan	 pengendalian	 terhadap	 pengelolaan	









lain	 sebagainya.	 Penyuluhan	 hukum	 tidak	 langsung	 adalah	 kegiatan	 penyuluhan	
hukum	yang	dilakukan	secara	tidak	langsung,	penyuluh	tidak	berhadapan	dengan	
yang	 disuluh	 melainkan	 melalui	 media	 atau	 perantara,	 misalnya	 melalui	 radio,	
televisi,	video,	bahan	bacaan	dan	lain	sebagainya.	Dari	metode	penyuluhan	langsung	







Mertak	memiliki	 luas	4514,	52	ha	 (19,33	%)	dari	 luas	wilayah	Kecamatan	Pujut.	
Desa	 Mertak	 adalah	 Desa	 Pantai	 secara	 administratif	 masuk	 dalam	 wilayah	
Kecamatan	Pujut.	Desa	Mertak	memiliki	potensi	obyek	wisata	alam	hutan	Gunung	
Tunak	yang	merupakan	kawasan	hutan	konservasi	dengan	luas	±	1200	hektar.	Dan	
pantai	 Semunduk	 yang	merupakan	wilayah	 bagian	 timur	 dari	Wilayah	 Kawasan	
Ekonomi	Khusus	(KEK)	Mandalika.	Kawasan	wisata	pantai	di	wilayah	Desa	memiliki	




dua	 obyek	wisata	 utama	 yaitu	 obyek	wisata	 pantai	 dan	 obyek	wisata	mangrove	
(Zukifli	et	al.,	2020).	
Sebagai	 kawasan	 wisata	 dan	 kawasan	 konservasi,	 maka	 perlindungan	
lingkungan	hidup	di	kawasan	pesisir	dan	pantai,	di	wilayah	desa	Mertak,	khususnya	
pantai	 Semunduk,	 menjadi	 penting	 dan	 skala	 prioritas	 oleh	 semua	 pihak	 baik	
akademisi,	 masyarakat	 dan	 pemerintah	 daerah.	 Perlindungan	 lingkungan	 hidup	
meliputi	perlindungan	 terhadap	 tumbuhan	dan	hutan	mangrove/bakau	yang	ada	
disekitar	 pesisir	 dan	 pantai.	 Kurangnya	 pengetahuan	 masyarakat	 tentang	
pentingnya	 dan	 manfaat	 dari	 hutan	 mangrove/bakau,	 berdampak	 pada	
menurunnya	kualitas	lingkungan	kawasan	pesisir	dan	pantai.	
Komitmen	 masyarakat	 pesisir	 dan	 masyarakat	 peduli	 lingkungan	 pesisir	




























































daya	 tarik	 tersendiri	 bagi	 wisatawan	 lokal	 maupun	 internasional.	 	 	 	 Selain	 itu,	
tanaman	bakau,	merupakan	tanaman	yang	 lazim	tumbuh	di	pesisir	pantai.	Bakau	
memiliki	manfaat	dan	fungsi	bagi	kelestarian	lingkungan,	khususnya	minimalisasi	




Memberi	 nutrisi	 Tanaman	 bakau	 memiliki	 nutrisi	 yang	 baik	 untuk	 lingkungan	
sekitarnya.	Tidak	menganggu	keseimbangan	dari	ekosistem	yang	ada	ditepi	pantai.	
Nutrisi	berupa	kesuburan	tanah	yang	ada	disekitarnya,	karena	tempat	tumbuhnya	
tanaman	 bakau	 berada	 diantara	 dataran	 dan	 lautan.	 2)	 Sebagai	 rantai	makanan,	
dimana	 tanaman	 ini	berperan	 sebagai	produsen.	Tanaman	bakau	banyak	disukai	
oleh	ikan-ikan	kecil	dan	juga	kepiting.	3)	Air	disekitar	menjadi	jernih,	air	pantai	yang	
ditumbuhi	 tanaman	bakau	menjadi	 lebih	 jernih	 dibandingkan	 dengan	 yang	 tidak	
ditumbuhi	 tanaman	bakau.	4)	Melindungi	pantai	dari	erosi.	Tanaman	bakau	yang	
tumbuh	 ditepi	 pantai	 dapat	 melindungi	 dataran	 dari	 hempasan	 ombak	 secara	
langsung	yang	menyebabkan	erosi	dan	 longsor.	5)	Tempat	berlabuh	kapal	Tidak	
sedikit	 juga	 yang	 menjadikan	 tanaman	 bakau	 tempat	 berlabuh	 kapal	 setelah	
berlayar	mengitari	pantai	dan	ditambatkan	pada	tanaman	bakau.	6)	Menjaga	Iklim	
dan	Cuaca	Perubahan	iklim	dan	cuaca	bisa	terjadi	karena	berbagai	macam	faktor,	
salah	 satunya	 adalah	 kerusakan	 sistem	 dalam	 alam.	 Hutan	 mangrove	 menjadi	
sumber	yang	sangat	jelas	untuk	menjaga	ekosistem	perairan	antara	laut,	pantai	dan	





dan	 atau	 apa	 yang	 diperintahkan	 oleh	 hukum.	 Oleh	 karena	 itu,	 peningkatan	




kesadaran	 hukum	 merupakan	 salah	 satu	 bagian	 penting	 dalam	 upaya	 untuk	
mewujudkan	penegakan	hukum	(Zukifli	et	al.,	2020).	Membangun	kesadaran	hukum	
masyarakat	 terkait	 pentingnya	 pelestarian	 kawasan	 mangrove	 senantiasa	
dilakukan	 oleh	 semua	 pihak,	 dalam	 hal	 ini	 para	 akademisi	 berkewajiban	 dan	









dilakukan	 karena	 sulitnya	 pembuktian	 dan	menentukan	 kriteria	 baku	 kerusakan	
lingkungan.	Upaya	penegakan	hukum	lingkungan	hidup	melalui	jalur	hukum	pidana	
adalah	 bagaimana	 tiga	 permasalahan	 pokok	 dalam	 aspek	 hukum	 pidana	 ini	
dituangkan	 dalam	 undang-undang	 yang	 sedikit	 banyak	mempunyai	 peran	 untuk	
melakukan	rekayasa	sosial,	yaitu	yang	meliputi	perumusan	tindak	pidana	(criminal	
act),	pertanggungjawaban	pidana,	dan	sanksi	(sanction)	baik	pidana	maupun	tata-
tertib	 (Hakim,	 2020).	 Pengetahuan	 masyarakat	 terhadap	 aspek	 preventif	 dan	





	 Manfaat	 dan	 pentingnya	 hutan	 bakau	 adalah	 mencegah	 erosi	 dan	 abrasi	
pantai,	mencegah	instrusi	air	laut,	sebagai	pencegah	dan	penyaring	alami,	berperan	
dalam	pembentukan	pulau	dan	menstabilkan	daerah	peisisr,	serta	sebagai	tempat	
hidup	 dan	 sumber	makanan	 bagi	 beberapa	 jenis	 satwa.	 Maka	 dari	 itu,	 perlunya	
perlindungan	 pengelolaan	 wilayah	 pantai	 dari	 kerusakan	 lingkungan	 dengan	
penerapan	konsep	pengelolaan	wilayah	pesisir	secara	berkelanjutan	yang	dikelola	




beberapa	 jenis	 ikan.	 Sebagai	 upaya	 pemerintah	 pusat	 dan	 daerah	 dalam	
memberikan	 perlindungan	 wilayah	 pantai	 dari	 kerusakan	 lingkungan	 maka	
diperlukan	langkah	lebih	lanjut	mengenai	parameter	lingkungan	di	wilayah	pesisir,	
sosialisasi	 kepada	 masyarakat	 mengenai	 pentingnya	 partisipasi	 masyarakat	
pengelolaan	 wilayah	 pesisir	 secara	 berkelanjutan	 dan	 koordinasi	 lintas	 instansi	
dalam	penegakan	hukum	di	wilayah	kawasan	pesisir.	
	 Upaya	 mencegah	 perusakan	 lingkungan	 yang	 lebih	 masif	 di	 kawasan	
wilayah	 pantai/pesisir,	maka	 hendaknya	 pemerintah	 daerah	 lebih	meningkatkan	
intensitas	 sosialisasi	 dan	 penyuluhan-penyuluhan	 yang	 berkaitan	 dengan	
pentingnya	dan	manfaat	pelestarian	lingkungan,	khususnya	hutan	bakau/mangrove	
di	kawasan	pesisir	dan	pantai.	Begitu	juga	dengan	penerapan	dan	penegakan	hukum	
lingkungan,	 secara	 preventif	 dan	 represif	 dengan	 penanganan	 secara	 terpadu,	





maupun	 instsnsi	 yang	 terkait.	 Selain	 itu	 juga	 pelibatan	 lembaga-lembaga	




	 Kegiatan	 penyuluhan	 dan	 aksi	 penanaman	 bersama	 ini	 didukung	 oleh	
berbagai	pihak	sebagai	mitra	kegiatan.	Untuk	itu	kami	mengucapkan	terima	kasih	
kepada	 pihak-pihak	 seperti	 PALMTRI	 Faundation,	 para	 pelajar,	mahasiswa,	 para	
pendidik/akademisi,	praktisi,	ASN,	tokoh	pemuda	dan	tokoh	masyarakat	yang	ada	
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